
 
 

 
 

 

 
 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 55 TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 
15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;           

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 249); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

Pasal 1 
 
 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan 

rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kendal. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kendal. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang berkenaan. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang berkenaan. 

10. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

pendek. 

11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan 

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 

(satu) periode akuntansi. 

12. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

13. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari 
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Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

14. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pembiayaan 

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan urusan Pemerintahan daerah. 
 

Pasal 2 
 

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah;  

b. Belanja Daerah; dan  

c. Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 
 

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp2.544.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus empat puluh empat 

milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh 
enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang 
bersumber dari: 

a. pendapatan asli Daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 
 

Pasal 4 
 

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 

Rp800.239.693.373,00 (delapan ratus miliar dua ratus tiga 
puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga 
ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak Daerah; 

b. retribusi Daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp511.493.922.628,00 (lima ratus 
sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan 
ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan 

rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp260.507.220.745,00 (dua ratus enam 
puluh miliar lima ratus tujuh juta dua ratus dua puluh ribu 
tujuh ratus empat puluh lima rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp25.010.550.000,00 (dua puluh lima miliar sepuluh 

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar              
Rp3.228.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan 
juta rupiah). 
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Pasal 5 
 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.744.395.703.561,00 
(satu triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar tiga ratus 
sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus enam 

puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp1.611.530.067.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar 
lima ratus tiga puluh juta enam puluh tujuh rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.865.636.561,00 
(seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima 

juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh 
satu rupiah. 

Pasal 6 
 

(1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 
(nol rupiah), yang terdiri atas : 

a. pendapatan hibah; 

b. dana darurat; dan 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
 

Pasal 7 
 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar 

Rp2.594.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh 
empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan 
puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang 

terdiri atas : 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 
 

Pasal 8 
 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a direncanakan sebesar Rp1.979.902.772.814,00 (satu 
triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan 

ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus 
empat belas rupiah), yang terdiri atas: 
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a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.314.475.657.111,00 (satu triliun tiga 

ratus empat belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta 
enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp558.811.497.703,00 (lima 
ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus sebelas juta 

empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp104.715.618.000,00 (seratus empat 
miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu 

rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar 

sembilan ratus juta rupiah). 
 

Pasal 9 
 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b direncanakan sebesar Rp254.580.496.859,00 (dua ratus 
lima puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta empat 

ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh 
sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp4.664.109.000,00 00 (empat miliar 

enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan ribu 
rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp49.217.758.538,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus 

tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus 
tiga puluh delapan rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp71.053.553.749,00 (tujuh puluh satu milyar lima puluh tiga 
juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh 

sembilan rupiah). 
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp117.147.963.572,00 (seratus tujuh belas milyar seratus 

empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu 
lima ratus tujuh puluh dua rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.847.112.000,00 
(sebelas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta serratus 

dua belas ribu rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus 

lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 10 
 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh 
miliar lima ratus juta rupiah). 
 

Pasal 11 
 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 huruf d direncanakan sebesar Rp352.652.127.261,00 (tiga 
ratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta 

seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp31.286.442.961,00 (tiga puluh satu 
miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat 
puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp321.365.684.300,00 (tiga ratus 
dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam 

ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah). 
  

Pasal 12 
 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan. 
 

Pasal 13 
 

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan 
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f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 
(nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 
(nol rupiah). 

(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

Pasal 14 
 

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. pemberian pinjaman Daerah; dan 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 
(nol rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

Pasal 15 
 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar       
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan 

Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan 
sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 
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Pasal 16 
 

Ketentuan mengenai uraian APBD Tahun Anggaran 2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini, yang terdiri atas: 

a. lampiran I berisi ringkasan penjabaran APBD yang 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

sub rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b. lampiran II berisi penjabaran APBD menurut urusan 
Pemerintahan  Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian  objek, sub rincian 
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

c. lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 
besaran hibah; 

d. lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran bantuan sosial; 

e. lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

f. lampiran VI berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 
besaran belanja bagi hasil; 

g. lampiran VII berisi rincian dana otonomi khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

h. lampiran VIII berisi rincian dana bagi hasil-sumber daya alam 

pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas 
alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

 i. lampiran IX berisi sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten 
pada daerah perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan program 

prioritas perbatasan negara; 

j. lampiran X berisi rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber 

dana; 

k. lampiran XI berisi daftar alokasi anggaran dana kapitasi per 

fasilitas kesehatan tingkat pertama; 

l. lampiran XII berisi daftar alokasi anggaran dana bantuan 
operasional sekolah per sekolah; dan 

m. lampiran XIII berisi formulir komitmen Pemerintah Daerah 
menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa 

produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri. 
 

Pasal 17 
 

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
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Pasal 18 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 31 Desember 2025 
 

BUPATI KENDAL, 
 

 

Cap ttd 
 

 
 

DYAH KARTIKA PERMANASARI 
 

Diundangkan di Kendal           
pada tanggal 31 Desember 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

AGUS DWI LESTARI 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 55 

   

 

 


